SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2)

0 1.

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa
besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nunukan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa.;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
Bupati adalah Bupati Nunukan.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari
sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa
dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.

Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa
dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang dapat
diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan
Tetap disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.



Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap
bulannya.

(2) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari ADD.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi
dari sumber pendapatan lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

(4) Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa : Rp. 2.800.000,-/bulan;

b. Sekretaris Desa : Rp. 2.300.000,-/bulan; dan

c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 2.100.000,-/bulan.
Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak
menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

Pasal 4

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan selain
Penghasilan Tetap.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan
sesuai kemampuan Keuangan Desa.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dapat diberikan Tunjangan Kepala Desa.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Sekretaris Desa diberikan
Tunjangan Perangkat Desa atau Tunjangan Daerah.

(5) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa : Rp. 1.850.000,-/bulan;
b. Sekretaris Desa : Rp. 1.400.000,-/bulan; dan
c. Perangkat Desa Lainnya : Rp. 1.100.000,-/bulan.

(6) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai maksimal yang diberikan sesuai
kemampuan keuangan desa dan ditetapkan pemberiannya melalui
Keputusan Kepala Desa.



Pasal 5

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diberikan
Penghasilan Tetap secara penuh.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti lebih dari 14
hari kerja tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI NUNUKAN,
ttd

ASMIN LAURA HAFID
Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinar-Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT'DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

s/
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